ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK — VOLATIL — PENGELOLAAN HOTEL PRAKTIK —
POLITEKNIK PARIWISATA

PERMENKEU RI NOMOR 54 TAHUN 2023 TANGGAL 11 MEI 2023 (BN — TAHUN 2023 NO. 392)

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT
VOLATIL ATAS PENGELOLAAN HOTEL PRAKTIK POLITEKNIK PARIWISATA YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna mengatur ketentuan mengenai jenis
penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil atas pengelolaan hotel
praktik Politeknik Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat
Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008
No.166, TLN No0.4916), UU No.9 Tahun 2018 (LN Tahun 2014 No.147, TLN
No0.6245), PP No.41 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.153, TLN No.6248), PP
No.69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.268, TLN No0.6584), Perpres No. 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No0.98), Permenkeu No.113/PMK.02/2021 (BN tahun 2021
No.970), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031)
sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022
No0.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil berupa pengelolaan
hotel praktik Politeknik Pariwisata pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdiri atas: a. penggunaan
kamar; b. penjualan produk makanan dan minuman; c. layanan jasa binatu
(laundry); d. penggunaan pusat kebugaran (gym); e. penggunaan kolam renang; f.
penggunaan fasilitas pemeliharaan kecantikan, kesehatan, dan relaksasi (spa); g.
penggunaan ruangan untuk pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (meeting,
incentive, convention, and exhibition); dan h. biaya tambahan (extra charge) atas:
1. kehilangan atau kerusakan barang atau fasilitas hotel; dan 2. pelanggaran
ketentuan hotel. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil atas pengelolaan hotel praktik Politeknik
Pariwisata yang berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2023 dan diundangkan pada
tanggal 17 Mei 2023



